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KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 258 TAHUN 2025
TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN

KEUANGAN (PIPK) PADA SATUAN KERJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

Menimbang

Mengingat

. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan,
Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses
penyusunan Laporan Keuangan tahun 2025 Unaudited;

. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian,
Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga
untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;

. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Instansi;

. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

b dan c diatas, dipandang perlu untuk membentuk Tim
Penyusun dan Tim Penilai PIPK dan ditetapkan dengan
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pakpak Bharat.

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6995);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Memerhatikan

Indonesia Nomor 6267);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019
tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu
Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 99);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 172)

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum.

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP
DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat
Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 Nomor SP
DIPA-076.01.2.655991 /2025 tanggal 02 Desember 2025.
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 2692/KU.03.3-SD/02/2025
tanggal 7 Agustus 2025 perihal Pelaksanaan PIPK untuk
mendukung Proses Penyusunan LK Tahun 2025
Unaudited.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA SATUAN
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK
BHARAT.

Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan
keanggotaan  sebagaimana  tercantum dalam = Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU bertugas :
a. Menelaah laporan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
b. Melaksanakan rekonsiliasi data laporan keuangan
dengan pengelola barang milik negara;
c. Menyusun konsep daya serap pelaksanaan anggaran;
d. Menyusun laporan keuangan;
€. Menyusun laporan BMN.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
bertugas:
a. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
b. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit
kerjanya,;
c. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas
rekomendasi;
d. Menyampaikan laporan kepada tim penilai UAPPA-W;
e. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusun dan Tim
Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan
Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat.
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KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada pada DIPA Komisi Pemilihan
Umum Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salak
Pada tanggal 01 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

Ttd.

POSMA E.H. SITUMEANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

K@Bﬂmgﬂ\[ PAKPAK BHARAT
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Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pakpak Bharat

Nomor 258 Tahun 2025

Tanggal 01 September 2025

Tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern
Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Satuan Kerja
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak
Bharat.

A. TIM PENYUSUN
NO NAMA JABATAN JABATAN DALAM TIM

L. Agus Lindu Sitinjak Penata/ Ili.c Kasubbag Umum/ PPSPM

Kasubbag Teknis dan Parmas/ PPK

Clinton B.A. Manurung | Penata/ Ill.c

Staf Pelaksana/ Bendahara

Penata Mud
cieaitiaday Pengeluaran Pembantu

3. .
Cukup N. Manik ILa

Staf Pelaksana/ Bendahara

* Leosupriana Bancin geggatur T/ Pengeluaran
5 ) Gol. IX Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu/ Staf
* | Erwin Berutu Pengelola Keuangan
6 Nurlisaini Bancin Gol. VII Pengelola Layanan Operasional/ Staf
) Pengelola Keuangan
B. TIM PENILAI
NO NAMA JABATAN JABATAN DALAM TIM

Kasubbag Keuangan, Umum, dan

1. Agus Lindu Sitinjak Penata/ Ill.c Logistik

Kasubbag Teknis dan Parmas

Clinton B.A. Manurung Penata/ Ill.c

Penata Tk.I/
III1.d

3. | Melvin H.Y. Simanjuntak Kasubbag Perencanaan dan Data

Kasubbag Hukum dan SDM

Tanggo S. Samosir Penata/ Ill.c

Ditetapkan di : Salak
Pada tanggal : 01 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABWAKPAK BHARAT

Kfé/ Teknis dan Hukum,

Ttd.

POSMA E.H. SITUMEANG
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